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GUBERNUR LAMPIING

PERATT'RAIT GUBERITTIR LAMPT'NG
ITOMOR ]:. TAHUIV 2O2O

TENTANG

O1'ORITAS VETERINER PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TI'IIAN YANG IVIAHA ESA

GUBERNUR I,,AMPUNG,

Merirnbang a

\, Mengingat

be.}riva da-lam. rangka meningkatkan Kesehzrtan hewan
trmak dan kualitas produk hasil heu,an ternak perlu
.:enyelenggaraan veteriner yang terprogram. terencana
dan berkesinambungan;
bahu'a penyelenggaraan veteriner sebagaimana
dimal<sud pada huruf a perlu dukungar', pemerintah
daerah dalam bentuk kelembagaan yang berfungsi
sebagai pengambilan keputusan terlinggi yang
n:etryangkut tel<rr is kesehatan herr.an;

bahwa Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2t, 17 tentang Otoritas Vet,eriner. perlu clitinclaklanj uti
dalam bentuk pembentukan otoritas veteriner provinsi
sebagai dasar dan arah dalam penyelenggaraan
veteriner di Provinsi Lampung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
(imaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
rhenetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang

.O 
ioritas Veteriner Provinsi l,ampung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang
Pembentukar Daerah Tingkat I Lampung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahur 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan (l-embaran Negara Tahun 1964 Nomor 8)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
1954 Nomor 95, Tambaha:t Lemba"an Negara Nomor
26881;

Uridar.g-Undang Nomor 18 Tahun 2OOg tentang
Petema.kan dan Kesehatan Hewan (trmbaran Negara
Republit< Indonesia Tahun 12009 Nomor 84, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
seba3aimana telah diubalt dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OOg tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
l,emba:an Negara Rep.rblik Indonesia Nomor 5619);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
ciengan Undang,Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(lrmbaran Nega-a Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia IYomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nontor 82 Tahun 2000 tentang
Karanljna Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tah'rn 2000 llomor 161, Tambahan Lembaren Negara
Republik Indonesia Nomor 4002);

5. Peraturan Pemerintah Nornor 4'l Tahun 2014 tentang
Pengendalial dan Penanggulangan Penyakit Hewan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 130, Tambanan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5543);

6. Peraturan Pemerintah Nomor03 Tahun 20 17 tentang
Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik
Inelonesia Tahun 2017 Nom.or 20, Tambahan l,embaran
I'regara Repubiik Indonesia Nonror 6019);

'7. P€raturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tcntang Pembentukan F,rorlult I.lnkrrm Daerah (Berita
Nr-.para Republii.l Indonesia T;,Liru n rr) 

1 5 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Pela..Lrran Menteri
Ditlarn Negeri Nomor 1:20 Tahun 20 18 tentang
Perubahal Atas Peraturan lvlenteri Dalam Negeri Nomor
30 Tahun 20i5 tentang Pembentukan Procluk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

B. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.rror 1 Tahun
20 10 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
l,ampung Tahun 2OO9-2029 (l,embaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2010 Norrror 9, Tambaharr lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

9. Peraturan Daerah Pror.insi Lampung Nomor 30 Tahun
2Ol4 tentang Penyelenggaraan Petemakan dan
Kesehatan Hewan (l,embaran Daerah Provinsi Larrrpung
Tahun 2014 Nomor 30, Tambahrn Lernbaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 4!18);

i0. l:eraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun' 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah' .(Lembaran Daerah Pro'rinsi Lampung Tahun 2017
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 461);

i 1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019
Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor a-221 /2Ol9l;
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Men eta.pkan

MEMUTUSKAN:

PERA?ITRAN GUBERT{UR TEI\ITJTNG OTOR.I'I'AS
VETTJRINER PROVINSI LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAII UMUM

Pasal I
Da,:rrn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

'1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.

2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

3. Dina.s adalah Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

5. Otoritas Veteriner Provinr;i adalah kelembagaan
Pemerintah Daerah Provinsi yang bertanggung jawab dan
memiliki k.,rmpetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan
Hewan.

6. Kesehatan Hewan ada-lah segala urr.isan yang berkaitan
,lengan perawatan hewan, perrgobatan hewan, pelayanan
kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan
penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi,
medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan
hewan dan keamanan pakan.

7. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya
disebut SISKESWANAS adalah tatanan Kesehatan Hewan
yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh
Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh
pen-yelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan,
dan nasyarakat secara terpadu.

8. Vetr:riner adalah seluruh urur;ar .l.a.ng berl:aii_an dengan
hewan dan penyakit hewan.

!). Kesehatan Masyat'akat Vete:riner selanjutnya disebut
Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan
dengan hervan dan produk hewan 1,arr5 se! lra langsung
dan tidak iangsung mempengaruhi kesehatan manusia.

I0. Karanl,ina Hewan adalah tindakan sebagar upaya
pencegahan masuk dan tersebarn.va hama dan penvakit
hev,an dari suatu area ke :rrea lain di dalam ne;Jeri atau
keluarnya dari da.lam wilayah JVegara Republil< Indonesia.

11.Hervan adalah binatang atau satwa vang seluruh atau
seba.gian dari siklus hidupnya berada dj darat, air
dan/atau udara, baik yang dipelihara mauplln di
habitatnya.

12. Tern..k adalah hewan peliharaarr -\/ang pro.Juknya
dileruntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku
industry, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait
dengan pertanial.
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13.

14.

15.

Lalu-linta.ri Flcwan adalah pemasukan, pengelueLran, da.n perlintasart hewan.
Medik vr'teriner adalan penyelenggaraan kegiatan pral<tik l<edokteran hewan.
Penyal.;it ller,.,t,,rr adalah gangguart kesehatan pada. hewan yang an rara lain,
disebabl<an (.cat genetik, proses degenerat.if, gangguan rrretabolisme.
traumzl, l.:e.ar. lrnan, infestasi parasit dan infeksi rnikrr, rrga.risme patogen
seperti virus, bal<teri, cendawan, dan ricketsia.
Penyakit c'lr.riotik adr^lah penyakit hewan .yarrg tidak ditemul<an ada di
lndclnesia.

surat Ker.e ri-rn gan Kesehatan Hewan atau Sertifikat vete rincr adalah
ketera ngan tel(nis yarg merryatakan ternak m,emenuhi persl,.rratan teknis
kesehatan h,,u,an.

Kesejahteraan Hewan adalah segala umsan yang berhubungan dengan
keadaan lisik dan mental Hewan menurut ukurern prilaku alami i-Iewan yang
perlu dite.apkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perilaku
setiap orang yang tida| layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
Tenaga kesehatan h ewan adalah orang yang menjalankan aktifitas dibidang
kesehatan hewan bercasarkan kompetensi dan kewenangan riredik veterinei
yang hira,'kis sesuai dengan pe,didikan formal dan/atau pelatihan
xesehatan h e'a,an bersertifikat. Rombongan Belajar adrlah kelompok peserta
didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
Dokter hewan berweriang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Menteri,
Gubernur, aiau Bupati/Walikota sesuai de.rgan kewenangannya
berdasarkan jangka: ran tugas pelayanannya dalam rangka penyelenp[araan
kesehatan he--ran.

Dokter hewan spesialis adalah dokter hewan yang telah r:rengambil
spesialisasi di brdang klinik kedokteran hewan.
Dolrter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran
hewan, sertifikasi kompetensi dan kewenangan medik vetJriner dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
Penyaxit hewan menular strategis adalah penyakit hewan yang dapat
menimL,rrlkan angka kemaiian/atau angka kesakitan yang iingli paAa
hewan, da .rpak kerugian ekonomi, keresahan nrasyarakai,danT atiii uesirat
zoonotik.

wabah adalah kejaclian pe ryakit ruar biasa yang danat berupa timburnya
suatu perryakit h:wan menrrlar baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus
penyakit hewan rr .rnular rr,endadak yang dikategorikan sebagai bencana non
alam.

Biosekuriti ada-lah manajemen Kesehatan lingkungan yang baik agar risiko
munculnl'a penyakit tidak tedadi.
one Health (Satu Kesehatan) adalah suatu upaya kolaboratif dari berbagai
sektor, utamanya Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan baik ditingkat
lokal, nasiorral, maupun global untuk mencapai kesehatan-yang optimall
Produk herT an adalah semua bahan yang berasar clari hewan yang masih
segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan- ko-nsumsi,
farmakoseutik., pertanian, daa/atau kegunaan lain bagi pemenuhan
kebutuharr dar kemasla hatan manusia.
Bibit ten:ak .vang selanjutnya disebut biirit adalah l'r:r.nak v:mg memiliki sifat
unggul <l:,-.r rn e $'ari skarr nya serta nlernenuhi 1>ersYaratzllr tertentrl untuk
dikemb, t ,.1.,t;,t ii it n.

Beniir r_e:rnal.i fang selar-rjutn1,a disebut benih aclalal-r i:ha.r reproduksi
temak vang lterupa mani, seltelur. telur tertunas, dan embrio.
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30. Pakan hewan yang selanjuftya Cisebut pakan ad.alah makanan/asupa,r yang
diberikarr pada heu,an dan atau ternak pelihararan.

31. Obat hewcn adaloh sediaan yang dapat digunal<an untuk mengobati hewan,
membebaskan gejala, atau memodilikasi proses kimia dalam tubuh yang
meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan
alami.

32. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang bekaitan dengan
kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka
praktik kedokteran hewan.

Pasat 2

(1) It{aksud Pera,uran Grrbernur ini adalah untuk memberi kewenangan pada
Otoritas Veterrner dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan di provinsi.

(21 Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meu,rrjudkan Kesehatan
hewan seialan dengan Kesehatan rnanusia serta masyarakat da.lam
mewujr dl:.ant One l{ealth di wilayah Provinsi, dan turut berperan dalam
pen_velengg- r'r r an Kesehatan hewan nasioneil melalui SIS(ESWANAS.

BAB II
PEI,IBENTUTAN DAIY TUGAS OTORITAS VETERINER

Pasal 3

Gubemur membentuk Otoritas Veteriner Provinsi Lampung.

otoritas Vet.riner Prc.,r,insi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara tekltis clilaksanakan oleh Dinas.
otoritas Veteriner Provirrsi Lampung sebagaimana dimakstrd pada ayat (1)
rneliputi sub urusan:

a. Kesehatan Hervan; dan

b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(3)

Pasal 4
(1) Otoritas veterincr provirsi bertugas untuk:

a. menyiapkan rr.musan dan melaksanakan kebijakan dalam
penyelenggiraan Kesehatan Hewan provinsi.

b' melaksanakan SISKESWANAS dengan memberdayakan dan membina
potensi terraga Kesehatan Hervan serta pelaksanaan praktik kedokteran
hewan di wilayah Plovinsi.

(21 otoritas veteriner provinsi dalam wilayah provinsi mempunyai fungsi
sebaga i:

a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
b' penyus'rn standar dan meningkatkan mutu penyelen'ggar-aan Kesehatan

I{er,r'an;

c' pengicientiSkasi rrasalah dan pelaksana pelayanan Kesehatar He*.an;
d. pelaksana pengendalian dan penaaggulangarr penyakit heu,an;
e. pengav,asdan pengeadali pemotongan ternak ruminansia

betinaproduktif dan/atau ternak ruminansia. indukan;
f. pengawas Tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan

serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
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g. pengelola t'".r"g^ X.".hatan Hewan;
h. pelaksana peng.mbangan profesi kedokteran hewan;
i. pengarvaS penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
k. pelaksana penyidikan dan pengamatan pen5,alail hewan;
l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
m. penjarnin keama.nan pakan dan bahan pakan asal hewan;
n. penyusun Frasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan hewan

dan Kesehataa masyarakat vetriner; dan
o. pengel rla medlk aqua.tik dan medik konservra.si.

Pasal 5
(1.1 Pelaksanaan tugz,s dan fungsi Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam F-,sal 4 berpedoman pada SISKIISWANAS.
(2) Selain pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud padir ayat (1),

Otoritas Veteriner Provinsi harus:
a. menjaga, agar tetap sehat (safetg);

b. raenjarnin keamanan manusia, hewan, dan lingkung an (seanitg); dan
c. menjarnin dari ancaman yang dap*t mengganggu Kesehatan dan

kehidupan (os surance ).

BAB IU

KEWEIVA.IIGAIT

Pasal 6
(1) Otoritas veteriner provinsi berwenang mengambil keputusan tertinggi yang

bersifat t.:knis l,lesehatan Hewan di wilar,'ah provinsi.

(2) Dalam penr{arrbilan l<eputusan tertinggi sebagaimarra clrr,rakr'-rcl pada ayat
(1). Otoritas Veteriner provinsi melibatkan dan rnengarahkan kemampuan
semua lini profesi tenaga Kesehatan Hewan dan keprofesionalan Dokter
Hewan.

Pasal 7

I(eputusan terting,gi sebagaimana dimaksud dalam pasat 6 ayat (l) r:reliputi:
a. penetapan analisiis resiko Penyakit Hewan terhadap hewan dan produk Hewan

yang dilalulintaskan dari provinsi lain;
b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit. benih,

produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar provinsi;
c. pemberian pelaksanaar, respon cepat penanganan wabah penyakit hewan

lintas kab u paten/ I lota dalam wilayah provinsi ;

d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah yang berdampak sosio
ekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekornerrdasi penetapan penutupan
daerah akibat rvabah penyakit hervan kepada Gubernur;

e. pemberian rekomendi-;si pencabuta, status wabah penyakit hewan dan
rekomendasi pe..)etapan peacabutan penutupan suatu claerah akibat wabah
penyakit hewan dalam satu wilayah provinsi kepa.da Gubernur;

f. penrberian sert!fikat iomor control veteriner bagi unit usaha produk hewan;
dan

g. pernberian sertifikat veteriner dalam pengeluaran hewan dan/atau produk
hewan dari p;ovinsi.
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Pasal 8

(1) Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk:
a. menetaplizlt clokter hewan berwenang;
b. meningkatkan perai dan fungsi kelembagaan pe.yelenggaraa, Kersehatan

hewan;
c. menjamin Kesehatar, hewan, penutupan dan pembukaan daeratr wabah

penyakit hewan merrular lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi;

d. mengau'asi pemasudan dan pengeluaran herv€Ln dan produk heq,an lintas
Daerah Provinsi;

e. menerapkan pcrsyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas
penyakit dan unit u!.iaha produk hewan; dan

f. memberikan Sertifika.si persyaratan teknis Kesehatan masyarakat veteriner
dan kesej ahterain .hewan.

(2) Kewenangan bebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
melaksanakan SISKESWANAS.

(1)

(2t

Pasal 1O

syarat untuk diangkat. sebagai pejabat otoritas Veteriner provinsi sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut:
a. telah ditet-rpkan sebagai dokter hewan berwenang oleh Gubernur.
b. pernah menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub

urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan I {asyarakat Veteriner.

BAB TV

P}TIABAT OTORITAS VETERINER

Pasal 9

otoritas Ve -'riner F'rorrinsi dipimpin oleh pejabat otoritas veteriner provinsi.
Pejabat otoritas veteriner provrnsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur,
dengan Keputusan Gubernu-.

BAB V

DOKTER HEWAN BERWEI{ANG

Pasal 12

Pasal 1 I
(1) Pej,abat otoritas veteriner provinsi diberhentikan apabila:

a. mutasi ;rtau alih tug.rs jabatan dari bidang lrenvelenggaraan Kesehatan
Hewan; dan/atau

b. tidak lagi sebagai sel_ragai dokter hewan berq,enang
(2) PemberL 'n1.ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan de,gan

Keputusan (l r.r'rcmu r.

Pemerintah Pr:rvinsi wajib memiliki dokter hewan berwenang.
Dokter hewan l-rerwenang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
ditetapkan berrlasarkan formasi kebutuhan yarrg jumrahnya clisesiraikan
dengan komot:tensi, jenis, beban kerja dan jang-kauan trrgas pirayanan <iaram
penvelengqaraan Kesehat:.n hewan di wilayah jrrovinsi.

(l)
(21
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(3) Dokter hewan berwenang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di'letapkan dengan Keputtisan Guberrrur.

Pasal 13

Syarat untr.rk ditetapkan sebagai dokter hew-arr
dimaksud dalan'. })asal 72 ayat (1) berikut:

berwenang scbagaimana

a. merupakarr dokter hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
b. bertugas dalarn penl-elenggaraan Kesehatan hervan provi., .i p:.1ing :singkat 2

(Cua) tahun.

Pasal 14
(1) Dokter herva: berwenang Prorrinsi berwenang rn.engambil keputusan teknis'berdasarkan jarrgkauan tugas pelayanan dala.m penyelenggaraan Kesehatan

Hewan di Provinsi, vang meliputi:

a. penentuan temak ruminansia betina yang tidak produl<tif;
b. pelaksana ris.tm et repertttm kare,a adanya indil<asi rerjangl<itnya hewan

oleh penvakit hewan menular yang membahayakan Kesehatan manusia,
hewan dan/lingkun,qan;

c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hervan;
d. pengesaharl penerapan system jaminan kezrmanan cran mutu produk

newan;
e. pengesahan penerapan prosedur biosecurit'y dala :r rar-rgka sertifikasi

bebas pen'zakit hewan menular tertentu dan pemberantisan penyakit
hewa:r menular; :

f. pengesahan' status Kesehatan satwa liar dalam konservasi dan
rehabilitasi;

g. pengesaha.r. surat keterangan Kesehatan hewan untuk status Kesehatan
hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk
hewan dan media pemba_wa penyakit hewan lainnya

h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan
i' penutupan sementara lokasi usaha di bidang petemakan dan Kesehatan

hewan apabila diindikasikan aCanya wabah
j. mer-rberi rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada

pejabat otoritas veteri,er sesuai dengan kewenangannya apabila unit
usaha c; bidang petemakan dan Kesehatan hewan ierdeteksi tercemar
bahaya biologik, kimiawi, ._an/atau fisik yang membahayakan Kesehatanatau diindikasikan melakukan pelanggiran terhadap pera"uran
perundang-unCangan di ,tidang peternakan dan Kes .hatan'hewan.

(2) Dokter herran berv':nang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usahaguna melakukan inspeksi status Kesehatan hlwa., kesejahteraan hewan, dan
keamanan produk hewan.

(3) Dalam melakukan inspeksi seperti pada ayat (2), dokter hewan berwenang
harus didasarkan pada surat penugasan dari kepala dinas.

Pasal 15
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimar<sud dalam pasar 14
Dokter Hewan berwenang wajib :

a. melaporkan pei.lksanaa.n wewenangnya kepada pejabat otoritas Veteriner
Provinsi; dan

b. melaksani:-kan perintah Pejabat otoritas veterinel: pro'insi lrang rne.upaka.rr
tindak lanj,r da.i laporan sebagaimana dimaksr,rd dalarn hrrruf a.
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Pasal 16

Penetapan sebagai Dokte. Hewar Berwenang Provi:nsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) dicabut oleh Gubernur, apab:ila yang bersangkutan:
a. mutasi atau alih tugas;abatAn dari bidang penyeiengga -a Kesehatan He\4,an;
b. berhenti dan diber"entikan sebagai pegawai nege:ri sipil; atau
c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidana 5 (iima) tahun atau lebih.

BABVtr
TENAGA XTSEHATAN HEWAN

Pasal 17

(1) Tenaga Kesehatan hewan terdiri atas:

a. 'lenaga Medi'< Veteriner;

b. Sa{ana K.edol<teran hewan; dan
c. Tenaga Paramedik Veteriner.

(2) Tenaga lvled ik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf a terdiri
atas:

a. Dokter Hervan; dan

b. Dokter Hel\,iln Spesialis.

(3) Tenaga Keseha tan sebagaimana dimaksud pada a,yat (1) wajib menratuhi kode
etik darr mcmegang teguh sumpah dan korle etik profesinva dalam
rnelaksanakan tugas.

Pasal 18

Pasal 19

(1)

/1) Tenaga Kesehutan he*'an yang dapat melaksanakzrn urusan l(esehatarr hewan
adalah:

a. 'I'enaga (esehatan hewan hasil seleksi calon peserta dictik barr-r k.elas 10
(sepuluh) Sl4K dengan mempertimbangkan nilai UN.

b. Tenaga medik veteriner yang mempunyai kompetensi medik veteriner dan
diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan;

c. Tenaga paramed;c veteriner dan sarjana kedoLceran hewan yang
mempunyai kornpetensi dan dibawah penyeliaan dokter hewan.

(2) Tenaga medik vr.terinei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
tenaga medik yanl telah memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi
profesi kedokteran newan dan/atau sertifikat lain yang dialiri oietr
Pemerintah dan melaksanakan urusan kesehatan hewan.

(2)

Pemerintah Provinsi wajib menempatkan Tenaga Kesehatan Hewan sesuai
dengan kebutuhan dan kompetensinya.

Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) wajib
meningkatl an kompetensinya sesuai dengan kompetinii yang ditetapkan
untuk pekerjaan dibidang ke,.ehatan hewan.
Pemerin tah Daerah bertano.,gung jarvab untuk meningktakan kompctensi
Tenaga Kesehatan Hewan.

(3)
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Pasal 20

(l) Penggunaan tenaga a1:ing Kesehatarr hewan hanya dapat dilakukan untuk
memenuhi kebt..iuhan Dokter Hewan Spesialis.

(2) Tenaga asing Kesehi.:an hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melakukan pr.ktik pelayanan kesehatan hewan apabila telah ada peq'anjian
bilateral antara Negara Indonesia dengan negara lain atau lembaga asing.

(3) Penggunaan tenaga asing Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilal<sanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VIII

PELAYAN.f. \ KESEHATAN HEWAN

Pasal 2 1

(1) Pemerintan Provi: si, oralrg perseorangan, atau badan hukum dapat
melakukan pelayanan Kesehatan Hewan.

(2) Pelayanan Kesehatar trewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner,
pelayanan ja.sa laboratorium pemeriksaan dan pengujia-n veteriner, pelayanan
jasa medik veteriner, dan pelayanan jasa dipusat Kesehatan hewan dan pos
Kesehatan hewan.

(3) Pelayanan Kesehatan hewan dikelompokkan meliputi pelayanan:

a. jasa laboratorium; dan

b. jasa :nedik veteriner.

Pazal22

(l) Pelayanan iesa laborato'iunr sebagaimana dimaksud clalam pasal 2l a-v.-at (3)
huruf a te'i1:u ti pelavanan:

a. jasa diaqr:ostic;

b. jasa pengujiar kesehatan benih, keamanan dan mutu produk hewan,
keamanar. dan mut,.l obat hewair, keamanan :rkan, dan stitus keamanan
media pem {rawa penvakit hewan lainnya; dan

c. penelitian dan pengemhangan.

(2) Pelayarran jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipimpin oleh Dokter hewan.

Pasa! 23

(1) Pelayanan jasa laborato..ium diagnose sebagainrana dimaksud clalam l,asal 22
ayat (l) huruf a dilakukan untuk menentukan status Kesehatan heu,an dan
dipergunakan oleh doktcr hewan untuk melaktrkan tindakan larji: tan.

(2) Pelayanan jasa pengujian Kesehatan benih, keamanan dan mutu produk
hewan, keamanan dan mutu obat hewan, keamanan pakan, dan status
keamanan media pemfarva penyakit hewan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22. ayat'(l) huruf b dilakukan untuk nienentukan status
Kesehatan berrih, k:amanan dan pembawa penyakit hewan lainnya.
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Pa:al 24
(1) Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(3) huruf b meliputi:
a. Pemberian diagnosa dan prognosis penyakit hewan;
b. tindakan transaksi terapeutik dan operasi; serta
c. Konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat

mengenai kesehatan hewan dan lingkungan.
(2) Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan terhadap hewan teresterial, satwa liar, dan hewan aquatic termasuk
produknya.

(3) Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
dilakukan atas permintaan klien atau menindaklanjuti keputusan pemerintah
yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
dan/atau kesehatan masyarakat veteriner.

(a) Tindak lanjut pelayanan jasa medik veteriner dapat berupa:
a. Konlirmasi kepala unit pelayanan Kesehatan hewan rujukan jika

diperlukan; dan
b. Penyampaian data penyakit hewan kepada pejabat otoritas veteriner

setempat.
BAB IX

X TEI{TT'AIT PEITTNT'P
Pa:al 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur Lampung ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi
l,ampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Jttli 2O2O

GT'BERITI'R L/IMPI'I{G,

dto

ARII{AL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 9 Jwh 2O2O

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI I"AMPUNG,

Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1008

Salinan sesu dengan aslinya
HUKUM,

ZULFIKAR SH. MH.
Pemblna Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 0()3

KEPALA

BERITA DAERAH PROVITSI LAMPTIIYG TAHT'N 2O2O IYOMOR 39

dto
Ir. FAHRIZAL DAR![II[T9,_fvIA.


